





1.1 Latar Belakang  
Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan  dana  yang besar 
untuk membiayai segala kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan. 
Pengeluaran utama negara adalah untuk pengeluaran rutin seperti gaji  pegawai 
pemerintah, serta untuk berbagai macam subsidi diantaranya pada sektor 
pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, perumahan rakyat, 
ketenagakerjaan, agama, lingkungan hidup dan pengeluaran pembangunan 
lainnya. Oleh sebab itu, untuk  membiayai seluruh  kepentingan umum tersebut, 
salah satu yang dibutuhkan dan terpenting adalah peran aktif dari masyarakat 
untuk  memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak sehingga segala 
keperluan pembangunan bisa dibiayai. Pajak sangat penting bagi pembangunan 
negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan 
negara (Winerungan, 2013). 
Pajak yang dipungut oleh pemerintah berguna untuk pembiayaan 
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pemerintah sebagai penerima 
pajak selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah pajak yang diterima untuk 
memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dewasa ini pajak 
menjadi sumber penerimaan yang potensial dan dominan dalam struktur APBN. 
Berikut disajikan dalam Tabel 1.1 proporsi penerimaan pajak terhadap 





Proporsi Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan Negara 
Tahun 2012-2016 
 
Jumlah (dalam Trilun Rupiah) 
  Tahun      Penerimaan            Penerimaan           Persentase 
Anggaran        Negara      Pajak 
              2012        1338,1     980,5     73 
              2013        1.438,9  1.077,3     75 
              2014         1.550,5  1.146,9     74 
              2015        1.761,6  1.489,2     85 
              2016        1.822,5  1.546,7     85 
Sumber:Kementerian Keuangan:Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 (Diolah) (Sari, 2017). 
 
 
Berdasarkan Tabel 1.1 penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu 
mengalami peningkatan. Pajak memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam 
penerimaan negara selama lima tahun dari tahun 2012-2016 yaitu dengan 
persentase diatas 70%, dan APBN mencapai 85% yang berasal dari pajak di tahun 
2015 dan 2016. Hal ini mencerminkan bahwa pajak sangat berperan dalam APBN 
(Sari, 2017). 
Penyaluran pajak diupayakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan 
rakyat sebagaimana Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan pasal 1 UU 
No 28 Tahun 2007 yang menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara 
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 
rakyat. Pemerintah berharap dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan 




Kepatuhan itu sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kepatuhan 
memiliki arti bahwa adanya suatu perasaan dan tindakan untuk mematuhi, tunduk 
dan menjalankan suatu ajaran atau peraturan yang ada. Sedangkan menurut 
Mandagi dkk (2014), kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban 
perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan 
kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan didalam pemenuhannya 
dilakukan secara sukarela. Sedangkan menurut Winerungan (2013) 
mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak 
memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, 
maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa wajib pajak 
berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik 
memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya (Suyatno dkk, 
2016). 
Menurut Mustofa dkk (2016) Kepatuhan Wajib Pajak adalah sejauh mana 
wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar 
sesuai peraturan perpajakan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang 
menurut ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan ditentukan untuk 
melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak 
tertentu (Saragih ,2013 dalam Setiyoningrum, 2014). UU No. 28 Tahun 2007, 
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan 
pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 




Salah satu kendala yang menghambat keefektifan pengumpulan pajak 
adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Nugraheni (2015) banyak wajib pajak 
beranggapan bila kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban bagi 
mereka, sehingga enggan membayar pajak atau cenderung melakukan 
penghindaran pajak/tax evasion. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari patuh 
tidaknya seorang wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya, kepatuhan dalam 
menyetorkan kembali surat pemberitahuan pajak, kepatuhan dalam penghitungan 
dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam membayar tunggakan. 
Wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajak terutangnya tepat waktu, 
maka wajib pajak dapat dianggap patuh (Pramushinta dan Siregar, 2011). Supaya 
target penerimaan pajak dapat tercapai maka perlu ditumbuhkan secara terus 
menerus kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. 
Dewasa ini permasalahan  yang  sering terjadi  di Indonesia adalah masih  
banyaknya  masyarakat  yang tidak  mau memenuhi  kewajiban  pajaknya,  atau  
dengan  kata  lain  masih banyaknya tunggakan  pajak. Tingkat kepatuhan pajak 
yang masih rendah ini dapat dilihat di tabel 1.2 
Tabel 1.2 
Persentase Realisasi Tingkat Kepatuhan Pajak di Indonesia 
 
Uraian/Tahun 2013 2014 2015 2016 
WP Terdaftar 24.347.763  27.379.256 30.044.103 32.769.215 
WP Terdaftar Wajib 
SPT 
17.731.736  18.357.833 18.159.840 20.165.718 
Target Rasio 
Kepatuhan (%) 
65,00%  70,00% 70,00% 72,50% 
Target Rasio 
Kepatuhan-SPT 
11.525.628                  12.852.301 12.711.888 14.620.146 




Rasio Kepatuhan 56,21% 59,12% 60,42% 63,15% 
Capaian Rasio 
Kepatuhan 
86,48%  84,45% 86,32% 87,10% 
Sumber: Laporan Tahunan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak dari 2016 
Berdasarkan  Tabel 1.2 menggambarkan perkembangan rasio kepatuhan 
penyampaian SPT Tahunan dari tahun 2013 s.d. 2016 dengan formula 
membandingkan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT dengan jumlah wajib 
pajak wajib SPT dikali 100%. Secara capaian, dapat terlihat bahwa terdapat 
kenaikan capaian setiap tahunnya. Kecuali pada tahun 2014, capaian rasio 
kepatuhan mengalami penurunan sebesar 84,45 %. Meskipun, terjadi kenaikan 
setiap tahunnya, capaian rasio kepatuhan masih berada di bawah target yang telah 
ditetapkan. Dengan kata lain, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih 
rendah. Berikut permasalahan yang menyebabkan masih rendahnya rasio 
kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2016:  a. Faktor Internal 
Masih banyaknya WP OP Terdaftar yang sebenarnya tidak memenuhi kewajiban 
objektif (WP OP dengan penghasilan di bawah PTKP); b. Faktor Eksternal  
Kesadaran WP yang masih rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
Bagi wajib pajak yang sudah mengetahui dan memenuhi ketentuan 
undang-undang perpajakan dapat langsung datang ke kantor pelayaanan pajak 
(KPP) untuk melapor. Akan tetapi, masih banyak masyarakat Indonesia yang 
bekerja sebagai karyawan swasta maupun negeri, khususnya wajib pajak orang 
pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bengkalis belum mengetahui tentang 
pelaporan pajak. Potensi perpajakan Indonesia sangatlah besar, namun belum 






Persentase Tingkat Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Bengkalis 
 
Jenis WP 2013 2014 2015 2016 
WP Terdaftar Wajib 
SPT 
53.337 48.182 49.877 52.697 
Jumlah Wajib Pajak 
yang Melaporkan SPT 
31.142 32.928 25.031 32.152 
Persentase 58,38% 68,34% 50,18% 61,01% 
Sumber: KPP Pratama Bengkalis  
Berdasarkan  Laporan Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 
2016 bahwa rasio kepatuhan wajib pajak dihitung dengan membandingkan jumlah 
wajib pajak yang melaporkan SPT dengan jumlah wajib pajak wajib SPT dikali 
100%, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama 
Bengkalis dibawah 70 %. Tingkat kepatuhan dari tahun 2013 sampai 2014 
mengalami  peningkatan sebesar 9,96 %, sedangkan dari tahun 2014 sampai 2015 
mengalami penurunan sebesar 18,16 %, dan dari tahun 2015 sampai 2016 
mengalami peningkatan kembali sebesar 10,83 %. Tingkat kepatuhan pernah 
mencapai 68,34% di tahun 2014 tetapi ditahun 2016 hanya sebesar 61,01 %  dari 
jumlah wajib pajak yang terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak 
wajib pajak di KPP Pratama Bengkalis yang tidak melaksanakan kewajiban 
perpajakannya atau dengan kata lain tingkat kepatuhannya masih rendah.  
 Berbagai upaya peningkatan penerimaan pajak telah dilakukan pemerintah 
agar wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak, diantaranya dikeluarkannya 
program tax amnesty. Tax  amnesty adalah  suatu  kesempatan  waktu  yang  




tertentu  dan  dalam  waktu  tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak 
(termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau 
periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Menurut UU No 11 Tahun 2016 
Tentang Pengampunan Pajak, tax amnesty adalah penghapusan pajak yang 
seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi 
pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang 
tebusan (Puspareni dkk, 2017). 
Adapun penyebab dikeluarkannya Program tax amnesty ini adalah untuk 
meningkatkan jumlah penerimaan di sektor pajak, meningkatkan ekstensifikasi 
pajak di tahun-tahun berikutnya dan untuk menambah likuiditas domestik 
khususnya dari dana repatriasi untuk membiayai pembangunan baik program dan 
proyek pemerintah maupun investasi swasta yang diharapkan mendorong 
perbaikan ekonomi nasional.  Sebelumnya, Indonesia sudah pernah melakukan tax 
amnesty ini di tahun 1984. Tetapi, program ini tidak berjalan secara efektif karena 
kurangnya respon dari wajib pajak dan tidak adanya reformasi sistem administrasi 
perpajakan secara menyeluruh (Suyatno dkk, 2016). Tax amnesty merupakan hak 
yang diberikan kepada wajib pajak untuk secara sukarela mengungkapkan harta 
yang selama ini mungkin belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan 
(SPT). Jika tax amnesty dijalankan maka akan banyak wajib pajak yang 
mengungkapkan hartanya dan akan bertambah pula penerimaan negara.  
Hal ini di yakini oleh pemerintah karena wajib pajak tidak akan merasa 
ketakutan untuk memasukan hartanya di Indonesia sebab sudah tidak ada lagi 




oleh wajib pajak menjadi putih (tidak ada lagi pajak yang terutang). Tujuan tax 
amnesty adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan 
perekonomian serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitan yang dilakukan oleh Ngadiman 
dan Huslin (2015) menunjukan hasil bahwa tax amnesty berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan 
pekerjaan bebas. Suyatno dkk (2016) juga melakukan penelitian yang sama bahwa 
persepsi WP mengenai Program Tax Amnesty (X) berpengaruh secara positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Penilitian terbaru juga dilakukan oleh Sari 
(2017) bahwa variabel tax amnesty memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak.  
Menurut penelitian yang dilakukan Khasanah (2016) faktor yang 
mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak salah satunya yaitu pengetahuan 
para wajib pajak. Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh 
seseorang. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya 
untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau 
dirasakan sebelumnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2003 disebutkan 
bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses 
pembelajaran (Imelda, 2014). 
  Pengetahuan tentang perpajakan memiliki peranan penting untuk 
menumbuhkan kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan 
perpajakan yang cukup maka melaksanakan kewajiban perpajakan akan menjadi 




perpajakan akan meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak 
sehingga semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan 
tersebut (Sari, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) menunjukkan 
bahwa  tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Rahayu (2017) juga melakukan penelitian 
yang sama bahwa pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax 
amnesty berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Upaya yang dapat dilakukan agar wajib pajak memiliki pengetahuan 
perpajakan adalah dengan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan adalah 
upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan 
kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal 
mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-
metode yang tepat (Burhan, 2015). Ketika masyarakat khususnya wajib pajak 
orang pribadi mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku 
maka semakin patuh wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban 
perpajakannya. 
Bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan. Kegiatan 
penyuluhan  dan pelayanan  pajak memegang peranan penting dalam upaya 
memasyarakatkan pajak sebagai  bagian  dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Kegiatan penyuluhan pajak  memiliki andil besar dalam mensukseskan 
sosialisasi pajak keseluruh wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu 
menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa 




Berbagai program perpajakan juga ditunjang dengan sarana-sarana yang 
mengakomodasi harapan masyarakat agar merasa mudah, cepat dan benar dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sarana-sarana penunjang perpajakan 
diantaranya dengan adanya website pajak, perpustakaan, majalah pajak, jurnal 
pajak, adanya call center, sms taxes, complaint center dan lain sebagainya. 
Keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya tingkat 
kepatuhan dari masyarakat dalam membayar pajak, terpenuhnya target 
penerimaan pajak, serta peningkatan jumlah wajib pajak. Sosialisasi yang 
diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada 
masyarakat akan pentingnya membayar pajak. 
Sosialisasi ini membuat masyarakat menjadi  mengerti dan paham tentang 
manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Sehingga 
dengan demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah 
jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga 
secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga 
penerimaan pajak negara akan meningkat. Kurangnya sosialisasi mungkin 
berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang 
menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar 
pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan 
wajib pajak. Ketika masyarakat khususnya wajib pajak orang pribadi mengetahui 
dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku maka semakin patuh wajib 




Setiyoningrum dkk (2014) melakukan penelitian dengan hasil terdapat 
pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 
meskipun kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan tidak terdapat pengaruh 
terhadap kepatuhan wajib. Penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat dan 
Ompusunggu (2015) dengan hasil pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi 
pajak, dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Kepatuhan wajib pajak juga bisa meningkat dengan dipatuhinya peraturan 
perpajakan,  maka  dari itu harus  ada  sanksi  perpajakan yang   tegas bagi   para   
pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya  bila  
memandang  bahwa  sanksi pajak  akan  lebih  banyak  merugikannya (Nugroho, 
2006 dalam Rajif 2009). Sanksi    pajak    merupakan    jaminan bahwa     
ketentuan     peraturan     perundang-undangan  perpajakan (norma perpajakan)  
akan dituruti/ditaati/dipatuhi,    dengan    kata    lain sanksi  pajak  merupakan  alat  
pencegah (preventif) agar   wajib   pajak   tidak   melanggar   norma perpajakan 
(Mardiasmo, 2016). 
Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena 
pemerintah lndonesia memilih menerapkan self assessment system dalam rangka  
pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, wajib pajak diberikan 
kepercayaan untuk menghitung menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. 
Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap wajib pajak memerlukan 
pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar 




telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku. 
Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan 
kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah 
sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga 
mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. 
(Winerungan, 2013) 
Penelitian yang berhubungan dengan sanksi perpajakan yaitu, penelitian 
yang dilakukan oleh Rahayu (2017) bahwa pengetahuan perpajakan, ketegasan 
sanksi pajak, dan tax amnesty berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Rusmadi (2017) melakukan penelitian dengan hasil sanksi perpajakan 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun tax amnesty tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui 
apakah tax amnesty, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan 
ketegasan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi di KPP Pratama Bengkalis. Penelitian ini merupakan pengembangan dari 
penelitian yang di lakukan oleh Nurulita Rahayu (2017) tentang “Pengaruh 
Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak” dangan menambahkan Sosialisasi Perpajakan sebagai 
variabel bebas. Oleh karena itu  peneliti mengambil judul “PENGARUH TAX 
AMNESTY, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI 




KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA 
BENGKALIS” 
1.2  Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari pemaparan latar 
belakang di atas adalah : 
1. Apakah tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bengkalis? 
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bengkalis? 
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bengkalis? 
4. Apakah ketegasan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bengkalis? 
1.3  Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya dalam 
penelitian, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bengkalis. 
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama 
Bengkalis. 
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan 




4. Untuk mengetahui pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bengkalis. 
1.4 Manfaat Penelitian  
1. Bagi wajib pajak, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi cerminan, 
sehingga    perilaku    ketidakpatuhan    yang    seringkali    terjadi    
dapat dihindari  untuk  kemudian  menjadi  seorang  wajib  pajak  yang  
patuh terhadap aturan perpajakan Indonesia. 
2. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai wahana untuk latihan dan studi 
banding antara teori yang diperoleh dalam perkuliahan dengan praktek 
yang sebenarnya diterapkan, sehingga dapat dijadikan bekal untuk 
memasuki dunia kerja. Selain itu, penelitian ini dapat menambah 
pengetahuan peneliti terutama mengenai pengaruh tax amnesty, 
pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan ketegasan sanksi 
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 
Bengkalis.   
3. Bagi Akademis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 
sumbangan bagi dunia pendidikan, khususnya Perguruan Tinggi. Selain 
itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi 








1.5 Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Pendahuluan  ini  akan  memuat  atau  menguraikan  tentang  gambaran  
singkat  dari  isi penelitian  yang  mencakup  latar  belakang  masalah,  perumusan  
masalah,  tujuan  dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi  tinjauan  yang  menguraikan  tentang  landasan  teori,  bahasan 
hasil-hasil penelitian sebelumnya  yang  sejenis,  kerangka  pemikiran  dan  
hipotesis penelitian. 
BAB III METODE PENELITIAN  
Menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, 
pemilihan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode 
pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian. 
BAB IV  HASIL DAN ANALISIS  
Berisi tentang uraian deskripsi objek penelitian, analisis data, dan 
interpretasi hasil penelitian.  
BAB V  PENUTUP  
Menguraikan tentang simpulan, keterbatasan penelitian yang dilakukan 
serta memberikan implikasi penelitian dan saran untuk penelitian yang akan datan 
 
